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NOTA DINAS
Nomor : ND- 589 /PB/2020

Yth. . 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dari . Direktur Jenderal Perbendaharaan

Hal : Langkah-langkah Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja dan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional

Tanggal : ™ Agustus 2020

Sehubungan dengan tindak lanjut Sidang Kabinet tentang percepatan penyerapan
anggaran belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan ini disampaikan
sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pelayanan pencairan dana secara optimal kepada Satuan Kerja diatur
sebagai berikut:

a. Penyampaian SPM oleh satker kepada KPPN dilakukan mulai pukul 08.00 sampai
dengan pukul 17.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi e-SPM, SAKTI, atau
akses langsung SPAN.

b. SPM yang diterima sampai dengan pukul 14.00 WIB diberi tanggal SP2D hari
berkenaan.

c. SPM yang diterima setelah pukul 14.00 WIB diberi tanggal SP2D hari kerja berikutnya.

d. SPM yang diterima setelah pukul 14.00 WIB diselesaikan menjadi SP2D dengan
memperhatikan beban kerja dan jam kerja KPPN.

e. Ketentuan pelaksanaan Process Payment Request (PPR) sebagai berikut:
1) PPR pada staf Seksi Bank dilakukan paling lambat pukul 14.30 WIB.
2) Approval PPR oleh Kepala Seksi Bank dilakukan paling lambat pukul 15.00 WIB.

f. Kepala Kanwil Ditien Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar memastikan
pengendalian terhadap penyelesaian SPM dan SP2D, dengan melakukan koordinasi
internal KPPN dan koordinasi eksternal dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan
Kerja secara intensif.

2. Dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran dan mempercepat
pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan, agar dioptimalkan pembayaran melalui SPM-
Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tunai, dengan pengaturan sebagai berikut:

a. KPPN agar menyampaikan kepada satuan Kerja untuk mengajukan SPM-TUP Tunai
sebesar total kebutuhan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam satu bulan ke
depan untuk membiayai belanja operasional dan non operasional.

b. Pelaksanaan, pengajuan dan pembayaran melalui SPM-TUP Tunai agar mempedomani
Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-496/PB.2/2020 tanggal 29 Mei
2020.

c. Kepala Kanwil Ditien Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar memastikan pembayaran
melalui SPM-TUP Tunai mengurangi volume pengajuan SPM ke KPPN dan
mempercepat pencairan dana kepada Satuan Kerja.




3. Dalam rangka menjamin pencairan dana secara tepat waktu, penyampaian Rencana
Penarikan Dana (RPD) diatur sebagai berikut:

a. Untuk pencairan SPM dengan jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017, Satuan Kerja diberikan dispensasi tidak
perlu menyampaikan RPD.

b. Untuk menjaga tata kelola kas yang baik, Satuan Kerja agar tetap menyampaikan
informasi RPD kepada KPPN dan melakukan pemutakhiran secara periodik.

c. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar memastikan
penyampaian informasi RPD oleh Satuan Kerja dilaksanakan dengan akurat dan tepat
waktu.

4. Sekretaris Ditjen, para Direktur, dan para Kepala Kanwil, agar melakukan pengawasan,
mengkoordinasikan pelaksanaan, dan menyusun petunjuk teknis yang diperlukan untuk
kelancaran pelaksanaan nota dinas ini, sesuai dengan kewenangannya.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.

g Andin Hadiyanto, »—



